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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 146/PMK.01/2020
TENTANG
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

PADA UNIT ORGANISASI NON ESELON KEMENTERIAN KEUANGAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mendukung efektivitas dan kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi terkait Manajemen Sumber
Daya Manusia pada Unit Organisasi non Eselon di lingkungan
Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Manajemen Sumber Daya Manusia pada

Unit Organisasi Non Eselon Kementerian Keuangan,;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);
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10.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.01/2015
tentang Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya
Manusia di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2018
tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat
bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1734);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MANAJEMEN
SUMBER DAYA MANUSIA PADA UNIT ORGANISASI NON
ESELON KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Unit Organisasi Non Eselon Kementerian Keuangan, yang
selanjutnya disebut Unit non Eselon adalah wunit
organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Keuangan, dibentuk melalui peraturan
perundang-undangan dengan  struktur organisasi
tertentu yang tidak memiliki eselonisasi, baik yang
menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum maupun yang tidak menerapkan pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum.

Manajemen Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya
disebut Manajemen SDM adalah pengelolaan pegawai
untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki
nilai dasar, menjunjung etika profesi, bebas dari
intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi,
dan nepotisme.

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh
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pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

PNS Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut
PNS Kemenkeu adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai
negeri sipil oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan pada Kementerian
Keuangan.

PNS non Kementerian Keuangan, yang selanjutnya
disebut PNS non Kemenkeu adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat
sebagai pegawai negeri sipil oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
pada kementerian/lembaga di luar Kementerian

Keuangan.

6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang

10.

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu
tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan.
Instansi Asal adalah instansi di luar Kementerian
Keuangan yang menjadi tempat kerja terakhir PNS non
Kemenkeu sebelum ditempatkan/ditugaskan pada Unit
non Eselon.

Unit Asal adalah unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
yang menjadi tempat kerja terakhir PNS Kemenkeu
sebelum ditempatkan/ditugaskan pada Unit non Eselon.
Unit Eselon I Pembina adalah unit Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Keuangan yang
menaungi Unit non Eselon.

Unit Kerja Pembina adalah unit Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan

kepegawaian pada Unit Eselon I Pembina.

www.peraturan.go.id



2020, No.1155

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Unit non Eselon terdiri atas:

a. Unit non Eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri
Keuangan melalui unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
dan

b. Unit non Eselon yang bertanggung jawab secara

langsung kepada Menteri Keuangan.

BAB II
MANAJEMEN SDM PADA UNIT NON ESELON YANG
BERTANGGUNG JAWAB KEPADA MENTERI KEUANGAN
MELALUI UNIT JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3
(1) Manajemen SDM pada Unit non Eselon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
a. Manajemen SDM bagi PNS; dan
b. Manajemen SDM bagi PPPK.
(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
atas:
a. PNS Kemenkeu; dan
b. PNS non Kemenkeu.
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